BUPATI MEMPAWAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 76 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN
BADAN USAHA MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MEMPAWAH,

Menimbang : a.bahwa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan
Badan Usaha Milik Daerah di Kabupaten
Mempawah yang baik, sehingga diharapkan dapat
menciptakan Badan Usaha Milik Daerah yang
profesional, efektif dan efisien;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati Mempawah tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengelolaan Badan Usaha Milik
Daerah ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959
tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor
3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan
Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1820j;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
penanaman Modal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4721);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 1067, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4756);



10.

. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor
5601);

. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014

tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak
Menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi
Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 166);

. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017

tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
305, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6173);

. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16

Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 33);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80

Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 2036 sebagaimana telah dirubah
dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis,
Rencana Kerja dan Anggaran, Kerjasama,
Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 115);

Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah
(Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 5)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah  Kabupaten @ Mempawah  Nomor 6
Tahun 2017 (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor
6).



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN

PELAKSANAAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK
DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

10.

11,

Daerah adalah Kabupaten Mempawabh.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom..

Bupati adalah Bupati Mempawah.

Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam
Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan
Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ
perusahaan umum daerah yang memegang kekuasaan tertinggi
dalam perusahaan umum daerah dan memegang segala kewenangan
yang tidak diserahkan kepada direksi atau dewan pengawas.

Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah
BadanUsaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki
oleh Pemerintah Daerah melalui penyertaan modal secara langsung
yang berasal dari kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Perumda
adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah
Daerah.

Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut Perseroda,
adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya
terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima
puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
Direksi adalah organ BUMD yang bertanggung jawab atas
pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta
mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai
dengan ketentuan anggaran dasar.

Rencana Bisnis adalah rincian kegiatan dengan jangka waktu
5 (lima) tahun.

Rencana Kerja Anggaran BUMD atau sebutan lain yang selanjutnya
disebut RKA BUMD adalah penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis
BUMD.

Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) yang
selanjutnya disebut GCG adalah sistem pengeiolaan yang
mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan
kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan
hubungan antar pemangku kepentingan.



BAB II
PENERAPAN GCG

Pasal 2

(1) BUMD wajib menerapkan GCG secara konsisten dan berkelanjutan
dengan berpedoman pada Peraturan Bupati ini dan Ketentuan
Peraturan Perundang-undangan dengan tetap memperhatikan
ketentuan dan norma yang berlaku serta anggaran dasar BUMD.

(2) Dalam rangka penerapan GCG sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Direksi menyusun GCG manual yang diantaranya dapat memuat
board manual, manajemen risiko manual, sistem pengendalian
intern, sistem pengawasan intern, mekanisme pelaporan atas dugaan
penyimpangan pada BUMD yang bersangkutan, tata kelola teknologi
informasi dan pedoman prilaku etika.

BAB III
LARANGAN

Pasal 3

Anggota Direksi dilarang melakukan tindakan yang mempunyai
benturan kepentingan dan mengambil keuntungan pribadi dari
pengambilan keputusan dan/atau pelaksanaan kegiatan BUMD yang
bersangkutan selain penghasilan yang sah.

BAB IV
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

Pasal 4

(1) Direksi harus melaksanakan tugasnya dengan itikad baik untuk
kepentingan BUMD dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUMD
serta memastikan agar BUMD melaksanakan tanggung jawab
sosialnya serta memperhatikan kepentingan dari berbagai pemangku
kepentingan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

—_
N
-

Direksi wajib menyusun RKA BUMD yang merupakan penjabaran
tahunan dari Rencana Bisnis.

BAB V
PENYUSUNAN RENCANA BISNIS DAN RENCANA KERJA
ANGGARAN BADAN USAHA MILIK DAERAH

Pasal 5

(1) Penyusunan Rencana Bisnis dan RKA BUMD dilakukan oleh Direksi
BUMD yang baru didirikan dan yang telah berdiri.

(2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersama jajaran
perusahaan wajib menyusun Rencana Bisnis yang hendak dicapai
dalam jangka waktu 5 (lima) tahun berdasarkan anggaran dasar.



(3)

(4)

(9)

(6)

(7)

(8)

(1)

(2)

(1)

Penyusunan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
memperhatikan aspirasi para pemangku kepentingan dan disetujui
bersama oleh Dewan Pengawas atau Komisaris dan disahkan oleh
KPM atau RUPS.

Dalam hal adanya rencana penyertaan modal atau pengurangan
modal dari Pemerintah Daerah, Rencana Bisnis disesuaikan dengan
Peraturan Daerah tentang penyertaan modal dan hasil analisis
investasi yang disusun oleh Pemerintah Daerah.

Rencana Bisnis merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja Direksi.

Direksi wajib menyusun RKA BUMD yang merupakan penjabaran
tahunan dari Rencana Bisnis.

RKA BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disusun oleh
Direksi bersama jajaran perusahaan dan disetujui bersama oleh
Dewan Pengawas atau Komisaris dan disahkan oleh KPM atau RUPS.

Dalam hal adanya rencana penyertaan modal atau pengurangan
modal dari Pemerintah Daerah, RKA BUMD disesuaikan dengan
rencana pembiayaan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah.

RKA BUMD merupakan salah satu instrumen untuk mengukur
kinerja BUMD, kinerja pengurus dan Kkinerja pegawai yang
berkenaan

BAB VI
RENCANA BISNIS

Pasal 6

Rencana Bisnis disusun untuk :

a. menunjukkan gambaran mengenai bisnis BUMD kepada para
pemangku kepentingan,;

b. memberikan pedoman bagi pihak manajemen BUMD dalam

mengelola BUMD;

menentukan strategi bisnis;

. mengarahkan pengurus BUMD fokus pada tujuan BUMD,;

membantu menghadapi persaingan usaha; dan

menarik investor dan kreditur.

o oo

Dalam menyusun Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Direksi memperhatikan:

a. asas perusahaan yang sehat;

b. prinsip kehati-hatian;

C. penerapan manajemen risiko; dan

d. faktor yang mempengaruhi operasional BUMD.

Pasal 7

Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, untuk BUMD
yang telah berdiri paling sedikit memuat:



(2)

(2)

3)

(1)

(2)

(3)

(4)

a. evaluasi hasil Rencana Bisnis atau dokumen pengelolaan
sebelumnya,;

kondisi BUMD saat ini;

asumsi yang dipakai dalam penyusunan Rencana Bisnis; dan
penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program
kerja.

ao o

Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, untuk BUMD

yang baru didirikan paling sedikit memuat:

a. asumsi yang dipakai dalam penyusunan Rencana Bisnis; dan

b. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program
kerja.

BAB VII
RENCANA KERJA ANGGARAN BADAN USAHA MILIK DAERAH

Pasal 8

Rencana Kerja Anggaran BUMD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (6), paling sedikit memuat rencana rinci program kerja
dan anggaran tahunan.

Rencana Kerja Anggaran BUMD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), disusun sesuai dengan kerangka RKA BUMD.

Mekanisme penyampaian rencana Bisnis dan Rencana Kerja dan
Anggaran Badan Usaha Milik Daerah ditetapkan dengan Keputusan
Bupati.

BAB VIII
MANAJEMEN RISIKO

Pasal 9

Direksi dalam setiap pengambilan keputusan/tindakan harus
mempertimbangkan risiko usaha.

Direksi wajib membangun dan melaksanakan program manajemen
risiko secara terpadu yang merupakan bagian dari pelaksanaan
program GCG.

Pelaksanaan program manajemen risiko dapat dilakukan, dengan:

a. membentuk unit kerja tersendiri yang ada dibawah Direksi; atau

b. memberi penugasan kepada unit kerja yang ada dan relevan
untuk menjalankan fungsi manajemen risiko.

Direksi wajib menyampaikan laporan profil manajemen risiko dan
penanganannya bersamaan dengan laporan berkala perusahaan.



BAB IX
KERJASAMA

Bagian Kesatu
Prinsip Kerjasama

Pasal 10
(1) BUMD dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.

(2) BUMD memprioritaskan kerja sama dengan BUMD milik Pemerintah
Daerah lain untuk mendukung kerja sama daerah.

(3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan
prinsip:
a. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
b. sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik dan

kemanfaatan,;

c. saling menguntungkan dan memberikan manfaat optimal bagi
BUMD,; dan

d. melindungi kepentingan BUMD, Pemerintah Daerah, dan
masyarakat.

(4) Kerja sama dimuat dalam perjanjian kerja sama yang ditandatangani
oleh para pihak kerja sama sesuai dengan kewenangan.

(5) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), memuat:
a. hak dan kewajiban para pihak;
b. jangka waktu kerja sama;
c. penyelesaian perselisihan; dan
d. sanksi bagi pihak yang tidak memenuhi perjanjian.

(6) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (5),
menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.

(7) Pelaksanaan kerja sama BUMD dilakukan oleh Direksi.

Bagian Kedua
Bentuk Kerjasama

Pasal 11

(1) Bentuk kerja sama meliputi:
a. operasi (joint operation);
b. pendayagunaan ekuitas (joint venture); dan
c. lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang
undangan.

(2) Bentuk kerja sama berupa operasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a, dilakukan dengan ketentuan:
a. disetujui oleh KPM atau RUPS luar biasa; dan
b. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.

(3) Bentuk kerja sama berupa pendayagunaan ekuitas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan ketentuan:
a. disetujui oleh KPM atau RUPS luar biasa;



b. laporan keuangan BUMD 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan
sehat;

c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari
BUMD yang berasal dari penyertaan modal daerah; dan

d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.

Pasal 12

Kerja sama harus dapat menjamin:

a.

b.
.

(1)

(3)

(1)

(2)

peningkatan efisiensi dan produktifitas BUMD atau peningkatan
pelayanan kepada masyarakat;

peningkatan pengamanan modal/asset perusahaan;

peran dan tanggung jawab masing-masing pihak dikaitkan dengan
risiko yang mungkin terjadi, baik dalam masa kerja sama maupun
setelah berakhirnya masa kerja sama.

Bagian Ketiga
Berakhirnya Kerja Sama

Pasal 13

Berakhirnya kerja sama dapat dilakukan dengan cara:

a. kedua belah pihak sepakat untuk mengakhiri kerja sama
sebelum jangka waktu berakhir;

b. terjadinya wan prestasi oleh satu pihak yang dapat
mengakibatkan pemutusan perjanjian kerjasama;

c. jangka waktu kerjasama telah berakhir.

Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum perjanjian tersebut
berakhir, kedua belah pihak harus melakukan penelitian dan
evaluasi bersama terhadap aset dan utang piutang yang
berhubungan dengan pelaksanaan usaha kerja sama.

Berakhirnya kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara dan ditandatangani oleh
kedua belah pihak.

BAB X
PELAPORAN
Pelaporan Direksi Badan Usaha Milik Daerah

Pasal 14

Laporan Direksi BUMD terdiri dari laporan bulanan, laporan
triwulan dan laporan tahunan.

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada
Dewan Pengawas atau Komisaris sebagai salah satu dasar
pengawasan.

Pasal 15

Laporan bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1),
terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan.



(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

(2)

Laporan kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:

a. perbandingan antara RKA BUMD dengan realisasi RKA BUMD;

b. penjelasan mengenai deviasi atas realisasi RKA BUMD; dan

c. rencana tindak lanjut atas RKA BUMD yang belum tercapai.

Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
sedikit memuat laporan arus kas.

Mekanisme penyampaian laporan Direksi Badan Usaha Milik Daerah
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XI
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 16

Dalam melakukan evaluasi didahului dengan monitoring yang dapat
dilaksanakan secara bulanan, triwulan dan tahunan dan dilakukan
berdasarkan laporan bulanan, triwulan dan tahunan.

Evaluasi BUMD dilakukan dengan cara membandingkan antara
target dan realisasi, dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang kurangnya
meliputi:

a. penilaian kinerja;

b. penilaian tingkat kesehatan; dan

c. penilaian pelayanan.

Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi
BUMD sesuai dengan tugas dan wewenangnya.

BAB XII
SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Pasal 17

Direksi harus menetapkan suatu sistem pengendalian intern yang
efektif untuk mengamankan investasi dan aset perusahaan.

Sistem pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
antara lain mencakup hal-hal sebagai berikut:
a. lingkungan pengendalian intern dalam perusahaan yang
dilaksanakan dengan disiplin dan terstruktur yang terdiri dari:
1. integritas, nilai etika dan kompetensi karyawan;
2. filosofi dan gaya manajemen;
3. cara yang ditempuh manajemen dalam melaksanakan
kewenangan dan tanggung jawabnya;
4. pengorganisasian dan pengembangan sumber daya marnusia,
perhatian dan arahan yang dilakukan oleh Direksi.
b. pengkajian terhadap pengelolaan risiko usaha yaitu suatu proses
untuk mengidentifikasi, menganalisis, menilai pengelolaan risiko
yang relevan,



(1)
(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(1)

c. aktivitas pengendalian yaitu tindakan-tindakan yang dilakukan
dalam suatu proses pengendalian terhadap kegiatan perusahaan
pada setiap tingkat dan unit dalam struktur organisasi BUMD
antara lain mengenai kewenangan, otorisasi, verifikasi,
rekonsiliasi, penilaian atas prestasi kerja, pembagian tugas dan
keamanan terhadap aset perusahaan.

Pasal 18
Direksi wajib menyelenggarakan pengawasan intern.

Fungsi pengawasan intern sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:

a. evaluasi atas efektifitas pelaksanaan pengendalian intern,
manajemen risiko dan proses tata kelola perusahaan sesuai
dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

b. Pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektifitas di bidang
keuangan, operasional, sumber daya manusia, teknologi
informasi dan kegiatan lainnya.

Direksi wajib menjaga dan mengevaluasi kualitas fungsi pengawas
intern di perusahaan.

Direksi menyusun ketentuan yang mengatur mekanisme pelaporan
atas dugaan penyimpangan pada BUMD yang bersangkutan.

BAB XIII
ETIKA BERUSAHA, ANTI KORUPSI DAN DONASI

Pasal 19

Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, Direksi dan Karyawan
BUMD dilarang memberikan atau menawarkan atau menerima baik
langsung maupun tidak langsung sesuatu yang berharga kepada
atau dari pelanggan atau seorang pejabat pemerintah untuk
mempengaruhi atau sebagai imbalan atas apa yang telah
dilakukannya dan tindakan lainnya sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Tidak termasuk dalam pengertian sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) adalah pemberian insentif kepada karyawan atau pihak lain
yvang telah ditetapkan perusahaan dalam rangka kepentingan
perusahaan.

BAB XIV
PENGUKURAN TERHADAP PENERAPAN GCG

Pasal 20

BUMD wajib melakukan pengukuran terhadap penerapan GCG

dalam bentuk:

a. penilaian program untuk mengidentifikasi pelaksanaan GCG di
BUMD melalui pengukuran pelaksanaan dan penerapan GCG di
BUMD yang dilaksanakan secara berkala setiap 2 (dua) tahun;



b. evaluasi program untuk mendeskripsikan tindak lanjut
pelaksanaan dan penerapan GCG di BUMD yang dilakukan pada
tahun berikutnya setelah penilaian dan tindaklanjut atas
rekomendasi perbaikan.

(2) Sebelum pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud ayat (1)

huruf a didahului dengan tindakan sosialisasi GCG pada BUMD
yang bersangkutan.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Mempawah. ’ '

Ditetapkan di Mempawah

pada tanggal (- (.- 2019
Diundangkan di Meffipawah o ?BUPATI EM..PAWAHA/
pada tanggal «.cofeacacancas
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
E A



